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  ABSTRAK 
Penelitian ini dilatar berlakangi oleh kondisi dari persoalan ketertiban 
penggunaan alat UTTP oleh pedagang di Pasar Tertib Ukur (PTU). Tujuan dari 
penelitian ini adalah mendeskripsikan bagaimana pengawasan penggunaan alat 
Ukur, Takar, Takar Timbang dan Perlengkapannya pada pasar yang telah 
mendapatkan predikat Pasar Tertib Ukur (PTU). Yang mana tujuan dari program 
Pasar Tertib Ukur diantaranya meningkatkan citra pasar tradisional dan 
meningkatkan daya saing dengan pasar modern serta melindungi masyarakat 
dari kerugian penggunaan alat UTTP.  Metode yang digunakan dalam penelitian 
ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan 
dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Objek penelitian ini adalah 
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru dan Pasar Limapuluh 
yang telah dinobatkan sebagai Pasar Tertib Ukur (PTU) pada tahun 2017 oleh 
Kementrian Perdagangan Republik Indonesia. Pengawasan Pasar Tertib Ukur 
sesuai dengan SOP dari Kementrian Perdagangan Republik Indonesia yakni 
Pendataan, Pengujian dan Sidang Tera/Tera Ulang. Hasil dari penelitian ini 
adalah dalam melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Seksi Pengawasan 
Metrologi dan dibantu oleh Tim Pengawasan yang dibentuk telah melakukan 
pengawasan alat UTTP, secara keseluruhan pengawasan belum maksimal karena 
masih terdapat proses yang belum berjalan dengan baik. Adapun faktor 
penghambat pengawasan diklasifikasikan menjadi 2 (dua) yakni  faktor internal 
dan faktor eksternal. Faktor internal terdiri dari anggaran yang kecil, kurangnya 
personil, tidak adanya PPNS Metrologi, dan tidak berjalanya Pos Ukur Ulang, 
dan Faktor eksternal diantaranya adalah kurangnya kesadaran pedagang, waktu 
pasar dan waktu berjualan pedagang, serta keluhan pedagang atas biaya dan 
kinerja dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. 
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A. Latar Belakang Penelitian 
Manusia berinteraksi satu sama lain membentuk kelompok sosial yang 
disebut masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan dan 
ketergantungan, masyarakat membentuk pasar sebagai tempat berinteraksi jual-
beli antara pedagang yang menawarkan barang/jasa dan pembeli yang 
membutuhkan barang/jasa. Hubungan antara keduanya terus berkembang dan 
membutuhkan aturan yang memberikan kepastian terhadap tanggung jawab, hak, 
dan kewajiban masing-masing pihak agar tidak saling dirugikan. 
Sebagai konsumen, tidak jarang masyarakat mengalami praktek 
kecurangan terhadap timbangan hal ini bukan hanya merugikan pelanggan tetapi 
juga merusak image dari pasar terutama pasar tradisional dan pasar rakyat 
contohnya seperti, kurangnya takaran barang yang sudah dibelinya dengan harga 
yang sudah disepakati, hal ini terjadi pada barang kebutuhan pokok maupun non 
pokok. Kasus ini terkait dengan hak konsumen yang harus mendapatkan 
perlindungan terhadap ketidak jujuran pedagang dalam penggunaan ukuran 
timbangan yang sesuai standar pengukuran. selain itu juga hal ini menambah 
alasan masyarakat kurang ingin belanja di pasar tradisional karena dinilai kurang 
nyaman dari segi sarana dan prasarana yang dinilai becek, bau, penuh sesak,tawar 
menawar yang rumit, ditambah lagi dengan resiko pengurangan timbangan, 




memilih untuk berbelanja secara online di market elektronik.  Maka dari itu perlu 
adanya perhatian dari pemerintah agar pasar tradisional sesuai dengan kebutuhan 
masyarakat. Karena pasar tradisional mempunyai peran strategis dimana ia adalah 
salah satu roda yang menggerakkan perekonomian masyarakat di daerah, 
terkhusus bagi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), yakni menjadi wadah 
utama untuk penjualan produk – produk berskala menengah, kecil, serta mikro.  
Salah satu alasan menurunnya minat masyarakat untuk berbelanja di pasar 
tradisional yang telah dipaparkan diatas ialah risiko pengurangan timbangan oleh 
pedagang yang curang (tekno.kompas.com). Sehingga dalam perkembangan yang 
signifikan pasar tradisional mengalami permasalahan dalam hal akurasi dan 
reabilitas Alat Ukur Takar Timbang (UTPP) sehingga menimbulkan dampak yang 
langsung pada konsumen. Indonesia mempunyai dasar hukum utama sistem 
pengukuran, yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal 
yang berisi mengenai alat-alat ukur, takar dan timbangan dan pengaturan standar 
maksimum dalam hal alat ukur. Undang-Undang ini diharapkan dapat menjadi 
dasar hukum yang mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen yang 
lemah sehingga menjadi konsumen yang sadar akan hak-hak dan kewajibannya 
serta mempunyai kemampuan dan kemandirian untuk melindungi diri sendiri. 
Sehingga dapat dilihat dari tujuan penyelenggaraan kemetrologian yang telah 
dituangkan di dalam konsideran Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1981 tentang 
metrologi yang berbunyi: 
“ Bahwa untuk melindungi kepentingan umum perlu 
adanya jaminan dalam kebenaran pengukuran serta adanya 




ukur, standar satuan, metode pengukuran dan alat-alat 
Ukur, Takar, Timbangan dan Perlengkapannya (UTTP).” 
 
Untuk mengetahui jaminan kebenaran pada pengukuran perlu adanya tera 
dan tera ulang terhadap alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan yang 
digunakan di daerah tersebut untuk memastikan kebenaran dan akurasi dari alat 
ukur dan timbangan yang digunakan agar konsumen mendapatkan berat barang 
yang sesuai dengan nilai mata uang yang dibayarkan pada pedagang. Dalam 
pelaksanaannya terdapat banyak hal yang menyebabkan Alat UTTP tidak 
berfungsi dengan baik karena alat tersebut digunakan pedagang dalam kurun 
waktu yang lama dan frekuensi yang cukup tinggi kemungkinan terjadi kerusakan 
pada bagian tertentu sehingga akurasi alat tersebut menjadi berkurang dan hal ini 
akan merugikan konsumen dan pedagang sebagai pelaku usaha. Untuk itu tera dan 
tera ulang terhadap Alat UTTP memiliki peran sangat penting dalam usaha 
perlindungan konsumen. Selaku pengguna Alat UTTP pedagang wajib 
memeriksakan atau melakukan tera ulang Alat UTTP melalui sidang tera. Sidang 
tera dilakukan untuk memberikan kepastian dan tertib ukur juga melindungi 
konsumen. Memastikan alat UTTP dalam kondisi sudah diuji dengan tepat adalah 
bentuk pelayanan terhadap masyarakat sebagai konsumen dan produsen. Jika alat 
UTTP ditemukan dalam keadaan tidak sesuai takaran dan terbukti rusak namun 
tidak diperbaiki  dan  pedagang melakukan praktik kecurangan maka pelaku usaha 
atau pedagang tersebut akan dikenai sanksi. Untuk meminimalisir terjadinya 
praktik kecurangan ini maka diperlukannya pengawasan oleh pemerintah untuk 




Setelah lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah 
Daerah,maka urusan tera,tera ulang dan pengawasan alat ukur, takar, timbangan 
dan perlengkapannya dilaksanakan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Maka 
Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 menjadi estafet perjuangan Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 1981 dalam hal pelaksanaan untuk melindungi 
kepentingan perekonomian masyarakat. Dan mempercepat tercapainya tertib ukur 
di daerah kabupaten/kota.  
Untuk itu salah satu strategi pemerintah untuk mencapai tertib ukur ialah 
dapat dilihat dari program Daerah dan Pasar Tertib Ukur yang merupakan bagian 
dari pelaksanaan prioritas peningkatan tertib ukur . Tujuan dari program ini adalah 
sebagai berikut: 1) masyarakat sebagai konsumen memperoleh jaminan kuanta 
atas barang yang dibeli, 2) meningkatkan citra pasar tradisional bagi masyarakat 
konsumen sehingga pedagang yang pada umumnya pedagang kecil memperoleh 
peluang pasar yang lebih baik, 3) meningkatkan daya saing pasar tradisional 
dalam menghadapi pesatnya pertumbuhan pasar modern, 4) mendorong 
pemerintah daerah untuk mengelola pasar tradisional dengan baik dan benar, 5) 
meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemerintah daerah dalam mewujudkan 
tertib ukur dan perlindungan konsumen,serta 6) meningkatkan kinerja 
kemetrologian secara nasional (Kemendag RI). 
Pasar Tertib Ukur merupakan sebuah reward yang diberikan pemerintah 
melalui Kementrian Perdagangan kepada daerah yang berkomitmen dan mampu 
memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Pasar Tertib Ukur. Berikut ini adalah data 












1 2010 56 - 
2 2012 35 - 
3 2013 35 - 
4 2014 74 67 
5 2015 102 51 
6 2016 128 128 
7 2017 141 126 
8 2018 197 91 
TOTAL 768 463 
TOTAL 1231 
 Sumber: Lankip Ditjen PKTN 2018 
Pembentukan PTU dimulai pada tahun 2010 dimana pada tahun tersebut 
telah dibentuk 56 PTU dari 28 Ibukota Provinsi. Pada tahun 2011 kegiatan ini 
tidak dilaksanakan karena kegiatan pembinaan dilakukan dengan fokus kegiatan 
daerah Tertib Ukur tahun tersebut. Kegiatan PTU dimulai kembali pada tahun 
2012 dengan mencapai 35 PTU dimana berhasil dengan capaian yang sama pada 
tahun berikutnya. Mulai tahun 2014 sampai saat ini pembentukan PTU dilakukan 
melalui PTU reguler dan Pembentukan DTU tahun tersebut dan sampai tahun 
2018 telah terbentuk 1231 PTU (Lapkin Ditjen PKTN, 2018: 86).  
Kota Pekanbaru juga telah menerima penghargaan daerah Pasar Tertib Ukur 
(PTU) tahun 2017 yaitu pada Pasar Tradisional Limapuluh. Lalu disusul Tahun 




9 daerah lain yang telah dianggap memenuhi syarat dan ketentuan sebagai Daerah 
Tertib Ukur. Ditahun 2017 pelaksanaan sidang tera/tera ulang di pasar lima puluh 
difasilitasi oleh BSML Regional I. Sejak tahun 2018 sidang tera/tera ulang di 
semua pasar dilayani pemerintah kota pekanbaru melalui UPT Metrologi legal 
Kota Pekanbaru.(Laporan Pembentukan DTU Kota Pekanbaru 2018) 
Dengan hadirnya Pasar Tertib Ukur Pekanbaru maka sesuai dengan visi 
pembangunan kota pekanbaru 2005-2025 pada Perda Kota Pekanbaru Nomor 1 
tahun 2001 yaitu, “ Terwujudnya Kota Pekanbaru sebagai pusat perdagangan 
dan jasa, pendidikan serta pusat kebudayaan Melayu, menuju masyarakat 
sejahtera berlandaskan iman dan taqwa.” Tentu program ini akan semakin 
meningkatkan dan membantu usaha pencapaian visi tersebut.  
Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru merupakan instansi 
yang membawahi UPT Metrologi Legal dan berkewenangan dalam menjalankan 
peran sebagai pelayan masyarakat dalam pengawasan perdagangan di Kota 
Pekanbaru yang menjadikan peneraan dan tera ulang sebagai kegiatan yang 
dilakukan setiap tahun. Kegiatan ini dilakukan disetiap pasar tradisional serta 
pedagang kios yang ada di kota Pekanbaru, sementara pelayanan tera/ tera ulang 
UTTP telah dilaksanakan oleh UPT Metrologi Legal kota pekanbaru sejak 
diserahkannya urusan metrologi legal dari Pemerintah Provinsi Riau kepada 
Pemerintah Kota Pekanbaru Oktober 2016 yang lalu. Dan saat ini kota Pekanbaru 
juga melayani tera dan tera ulang di sejumlah kabupaten/kota se-Provinsi Riau, 
Pekanbaru telah melaksanakan kerjasama tera dan tera ulang serta pengawasan 




Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten 
Indragiri Hulu, Kabupaten Kampar, Kabupaten Rokan Hulu,Kabupaten Rokan 
Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota 
Dumai (Laporan Pembentukan DTU 2018). 
Bentuk upaya yang dilakukan Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 
Pekanbaru terhadap pasar tradisional terutama untuk mewujudkan Pasar Tertib 
Ukur ialah : 
1. Melakukan pendataan Alat Ukur Takar Timbang (UTTP) 
2. Sosialisasi dan bimbingan metrologi legal kepada masyarakat dan 
pedagang dalam 3 hal yakni: melalui pengisian stand pada acara City 
Expo Appeksi Komwil I, lalu melakukan sosialisasi langsung ke 
pedagang kemudian penyebaran brosur pada pedagang, dan memasang 
spanduk,banner dan baliho supaya diketahui masyarakat luas, dan juga 
menggunakan media massa dan elektronik seperti radio, koran, dan berita 
online agar pemahaman tentang pentingnya tertib ukur dan metrologi bisa 
sampai kepada masyarakat awam. 
3. Membangun komitmen kerja dalam rangka mendukung terbentuknya 
Pasar Tertib Ukur. 
4. Melakukan sidang Tera dan Tera ulang alat UTTP di pasar dan di kantor 
UPT Metrologi Legal. 
5. Melaksanakan Pengawasan berkala dan pengawasan khusus tera dan tera 






Penggunaan Alat UTTP di Pasar LimapuluhTahun 2017 
 
No Jenis UTTP Jumlah 
Tanda Tera 
berlaku Tidak berlaku 
1 Timbangan Meja 3 3 - 
2 Timbangan Pegas 148 140 8 
4 Timbangan Bobot Ingsut 3 2 1 
5 Timbangan Dacin Logam 8 8 - 
7 Neraca 1 - 1 
8 Anak Timbangan 29 15 14 
Jumlah 192 168 24 
             Sumber: Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 
Berdasarkan data tabel diatas, menunjukkan bahwa jenis UTTP yang 
digunakan pada Pasar Limapuluh beragam, ada timbangan meja, timbangan 
pegas, bobot ingsut, timbangan dacin logam, neraca dan anak timbangan.  Dengan 
jumlah tanda tera yang berlaku sebanyak 168 buah UTTP dan yang tidak berlaku 
24 buah UTTP. Data ini akan berubah seiring dengan pergantiannya masa dan 
tahun, karena UTTP digunakan setiap hari dalam kegiatan jual beli, kerusakan 
akan terjadi dan keakurasiannyapun akan berubah. Adapun banyak pedagang yang 
memiliki alat UTTP lebih dari satu, dengan ukuran yang berbeda – beda sesuai 
dengan kebutuhan para pedagang. Dan ini dibuktikan dengan data yang dimiliki 
dinas dan hasil observasi peneliti (Lampiran), paling banyak 1 orang pedagang 
memiliki 3 buah timbangan dengan kapasitas berbeda yakni mulai dari 2 Kg 
sampai dengan 100 Kg. Hal ini tentunya perlu mendapat pengawasan dari Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru. Karena Pasar Limapuluh sudah 




Dalam menjalankan pengawasan Dinas perdagangan dan perindustrian 
mengalami beberapa kendala yang harus dihadapi. Kendala yang dihadapi seperti 
seharusnya pelayanan tertib ukur itu dilakukan di kantor, dengan cara pedagang 
membawa dan menyerahkan timbangan untuk dicek keakurasiannya. Akan tetapi 
pada faktanya para pedagang enggan melaksanakannya. Pemikiran masyarakat 
yang belum sampai pada tahap kesadaran, ketaatan dan ketidaktahuan yang 
membuat banyak pelanggaran dianggap wajar. 
  Contoh dari pelanggaran yang terjadi seperti: 1) Merasa mereka(para 
pedagang) yang punya alat timbangan tetapi  kenapa mesti mereka yang harus 
direpotkan. 2) Menggunakan timbangan rumah tangga untuk berdagang dan  tidak 
membaca keterangan yang tertera pada timbangan rumah tangga yang jelas 
tertulis bahwa timbangan tersebut kegunaannya bukan untuk berdagang, 3) 
Sengaja  melakukan kecurangan pada saat sidang, yakni menyembunyikan 
timbangan yang tidak dibenarkan dan diganti dengan yang benar, dan setelah 
sidang usai pedagang mengeluarkan kembali timbangan yang tidak boleh 
digunakan. Hal ini dijelaskan pada saat wawancara dengan Seksi Pengawasan 
Metrologi DPP Kota Pekanbaru, Ibu Hj Parhatun,S.Si karena itu beliau beserta 
tim melakukan sosialisasi tidak hanya secara seremonial tetapi juga pendekatan 
dengan orang perorang. Serta beliau juga menjelaskan tentang personal atau 
sumber daya manusia ahli yang masih kurang serta keterbatasan dana dan 
anggaran yang minim. 
Dari keterangan diatas menunjukkan bahwasanya, pengawasan Pasar Tertib 




dan temuan-temuan tersebut diatas serta pengawasan sidang tertib ukur dan 
peneraan timbangan yang hanya dilakukan setahun sekali. Berdasarkan latar 
belakang masalah diatas, dapat diketahui bahwa dibutuhkannya pengawasan 
pemerintah daerah dalam menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang sadar 
akan pentingnya ketertiban dalam penggunaan timbangan pada proses transaksi 
jual beli antara pedagang dan pembeli khususnya di daerah Kota Pekanbaru. Dan 
oleh karena itu  peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang 
“Pengawasan Pasar Tertib Ukur (PTU) oleh Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kota Pekanbaru”  
B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah: 
1. Bagaimana pengawasan Pasar Tertib Ukur yang dilakukan oleh Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru? 
2. Apa faktor penghambat dalam proses pengawasan Pasar Tertib Ukur yang 
dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru?     
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan penelitian ini adalah: 
1. Untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana pengawasan Pasar 
Tertib Ukur yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
Kota Pekanbaru  
2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam proses pengawasan 





D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah: 
1. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan masukan 
dan koreksi bagi pihak berwenang dalam meningkatkan pengawasan 
pemerintah kota/daerah  Khususnya Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
Kota Pekanbaru terhadap pengelolaan program pemerintah. 
2. Manfaat akademis, penelitian ini diharapkan berguna untuk menambah 
referensi kepustakaan bagi Universitas, dan menjadi sumbangsih bagi para 
akademisi lain yang akan mengambil skripsi dengan kajian yang sama. 
3. Manfaat teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memacu perkembangan 
ilmu Administrasi Negara di bidang Kebijakan Publik terkhusus dalam hal 
pengawasan. 
E. Sistematika Penulisan 
Sistematika penulisan penelitian bab ini terbagi menjadi enam bab yang 
tersusun sebagai berikut: 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah 
yang menjadi dasar penelitian, tujuan, dan manfaat penelitian serta 
sistematika penulisan. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Dalam bab ini diuraikan tinjauan pustaka yang berkaitan dengan 




Islam, penelitian terdahulu, definisi konsep, konsep operasional, 
selanjutnya kerangka berpikir sesuai dengan teori yang relevan. 
BAB III METODE PENELITIAN 
Pada bab ini dikemukakan jenis penelitian, tempat penelitian,  jenis 
dan sumber data, informan penelitian, teknik pengumpulan data, 
dan teknik analisis data. 
BAB IV GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN  
Dalam bab ini berisikan gambaran umum tentang objek yang akan 
diteliti dan tempat dimana akan dilakukan penelitian, seperti 
gambaran singkat kota Pekanbaru. Sejarah singkat, visi dan misi 
serta Tupoksi Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 
Pekanbaru , dan Pasar Limapuluh sebagai Pasar Tertib Ukur Tahun 
2017. 
BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pada bab ini memuat hasil dan pembahasan penelitian. Bab ini 
akan menjawab permasalahan penelitian yang diangkat berdasarkan 
hasil pengolahan data dan teori yang relevan. 
BAB VI PENUTUP 
Pada bab ini merupakan penutup berupa kesimpulan penelitian 
dengan hasil yang ditemukan dari pembahasan serta saran yang 









A. Kebijakan Publik 
Menurut seorang pakar dari Prancis, Lieux dalam Solichin Abdul Wahab 
(2014:15) merumuskan kebijakan publik sebagai berikut:  
“The product of activities aimed at the resolution of public problems in the 
environment by political actors whose relationship are structure. The invire 
process evolves over time”( produk ativitas-aktivitas yang dimaksudkan untuk 
memecahkan masalah-masalah publik yang terjadi di lingkungan tertentu yang 
dilakukan oleh aktor-aktor politik yang hubungannya terstruktur. Keseluruhan 
proses aktivitas itu berlangsung sepanjang waktu).  
Chief J.O.Udoji yang merupakan seorang pakar dari Nigeria 
(Wahab,2014:15) mendefinisikan kebijakan publik sebagai “an santioned course 
of action addressed to a particular problem or group related problems that affect 
society at large” (suatu tindakan bersanksi yang mengarah pada suatu tujuan 
tertentu yang saling berkaitan dan mempengaruhi sebagian besar warga 
masyarakat). 
Selanjutnya W.I.Jenkins (Wahab,2014:15), merumuskan kebijakan publik 
sebagai “ A set of interrelated decisions taken by a political actor of group of 
actors concerning the selection of goals and the means of achieving them whitin a 
specified situation where these decisions should, in principle, be whitin the power 




diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok aktor, berkenaan dengan 
tujuan yang telah dipilih beserta cara – cara  untuk mencapainya dalam suatu 
situasi. keputusan-keputusan itu pada prinsipnya masih berada dalam batas-batas 
kewenangan kekuasaan dari para aktor tersebut). 
Dari beberapa rumusan para ahli diatas dapat disimpulkan bahwa 
kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan, aktivitas – aktivitas, dan keputusan 
yang diambil oleh seorang aktor politik atau sekelompok sektor yang masih 
berada dalam batas kewenangannya, supaya dapat mengarahkan ke suatu tujuan, 
memecahkan masalah publik, dan mempengaruhi sebagian besar warga 
masyarakat.  
Berdasarkan teori diatas, penulis meneliti tentang kebijakan publik yakni 
dalam hal pengawasan yang dilaksanakan oleh pemerintah kota Pekanbaru untuk 
mengawasi jalannya program Pasar Tertib Ukur di Kota Pekanbaru sesuai dengan 
tujuan yang telah ditentukan. 
B. Konsep Manajemen 
Hasibuan (2005: 2) menyebutkan bahwa manajemen adalah ilmu dan seni 
mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber – sumber  
lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pada 
dasarnya kemampuan manusia itu terbatas (fisik, pengetahuan, waktu, dan 
perhatian) sedangkan kebutuhannya tidak terbatas. Usaha untuk memenuhi 
kebutuhan dan terbatasnya kemampuan dalam melakukan pekerjaan mendorong 
manusia membagi pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab. Dengan adanya 




keterikatan formal dalam suatu organisasi. Dalam organisasi ini maka pekerjaan 
yang berat dan sulit sekalipun akan dapat terselesaikan dengan baik dan juga 
tercapainya suatu tujuan yang diinginkan. 
Pada dasarnya manajemen itu penting, sebab: 
1. Pekerjaan itu berat dan sulit untuk dikerjakan sendiri, sehingga diperlukan 
pembagian kerja, tugas dan tanggung jawab dalam penyelesaiannya. 
2. Organisasi akan dapat berhasil baik, jika manajemen diterapkan dengan 
baik. 
3. Manajemen yang baik akan meningkatkan daya guna dan hasil guna sesuai 
semua potensi yang dimiliki 
4. Manajemen yang baik akan mengurangi pemborosan-pemborosan. 
5. Manajemen menerapkan tujuan dan usaha untuk mewujudkan dengan 
memanfaatkan 6 m dalam proses manajemen tersebut. 
6. Manajemen perlu untuk kemajuan dan pertumbuhan 
7. Manajemen mengakibatkan pencapaian tujuan secara teratur. 
8. Manajemen merupakan suatu pedoman pikiran dan tindakan. 
9. Manajemen selalu dibutuhkan dalam setiap kerja sama sekelompok orang. 
Menurut Stoner dalam Handoko (2002:8) manajemen adalah perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota 
organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Massie 
dalam Arsyad (2003:1-2) manajemen adalah suatu proses dimana suatu kelompok 
secara kerja sama mengarahkan tindakan atau kerjanya untuk mencapai tujuan 




manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan atau aktifitas orang-orang lain menuju 
tercapainya tujuan bersama. 
Ada beberapa fungsi yang dijabarkan oleh Stephen P.Robbins dan Mary 
Coulter (2010:7) diantaranya diringkas menjadi 4 fungsi sebagai berikut, yaitu : 
perencanaan (planning), penataan (organizing), kepemimpinan (leading), dan 
pengendalian (controling).  
Sedangkan Henry Fayol (Riswanto,2005:35) membedakan fungsi-fungsi 
manajemen menjadi beberapa indikator yaitu: perencanaan (planning), 
pengorganisasian (organizing), pengarahan (comanding), pengkoordinasian 
(coordinating), pengendalian (controling). 
Fungsi manajemen menurut Henry Fayol dapat dijelaskan sebagai berikut: 
a. Perencanaan (Planning) 
Perencanaan menurut Fayol dapat dilihat dari rencana kerja bagaimana 
hasil yang diperkirakan, arah kegiatan yang hendak ditempuh, tingkat-
tingkat yang akan dilalui dan metode-metode yang hendak digunakan. 
Perencanaan memerlukan persatuan, fleksibelitas dan penerusan serta 
ketepatan. 
b.  Pengorganisasian (Organizing) 
Fayol berpendapat bahwa pengorganisasian adalah membentuk hubungan 
diantara manusia dan benda sesuai dengan sasaran-sasaran dan 
kemampuan-kemampuan perusahaan itu, kegiatan-kegiatan yang bertujuan 





c. Pengarahan (Comanding) 
Menurut Fayol Commanding dilakukan dengan memberikan arahan 
kepada karyawan agara dapat menunaikan tugas mereka masing-masing. 
Selain itu, commanding dilakukan agar tugas dapat dilasanakan dengan 
baik sesuai pada tujuan yang telah ditetapkan semula. 
d. Pengkoordinasian (Coordinating) 
Fayol mengatakan korrdinasi sebagai tugas menyelaraskan kegiatan-
kegiatan guna menjamin tercapainya hasil yang baik. 
e. Pengendalian (Controling) 
Fayol berpendapat pengawasan merupakan proses menguji apakah segala 
sesuatu dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan, instruksi-
instruksi yang telah dikeluarkan dan prinsip-prinsip yang telah ditentukan. 
C. Konsep Pengawasan 
Pengertian pengawasan menurut T. Hani Handoko (2003;359-360) adalah 
sebagai proses untuk menjamin bahwa tujuan-tujuan organisasi dan manajemen 
tercapai. Ini berkenaan dengan cara-cara membuat kegiatan-kegiatan yang sesuai 
yang direncanakan. Dalam pengertian ini menunjukkan adanya hubungan yang 
sangat erat antara perencanaan dengan pengawasan. Seperti yang terlihat dalam 
kenyataan, langkah awal proses pengawasan adalah perencanaan, penetapan 
tujuan, standar, dan sasaran pelaksanaan suatu kegiatan. 
Mc. Farland (Masry Simbolon,2004:61)juga memberikan definisi 
pengawasan (control) sebagai berikut, yakni: “control is the process by which an 




posible to chossen plans, orders objective, or policies”. Artinya pengawasan 
adalah suatu proses dimana pimpinan ingin mengetahui apakah hasil pelaksanaan 
yang dilakukan oleh bawahannya sesuai dengan rencana, tujuan, kebijakan yang 
telah ditentukan.  
Menurut Sondang P. Siagian (2013:258) pengawasan adalah keseluruhan 
upaya pengamatan kegiatan operasional guna menjamin bahwa berbagai kegiatan 
tersebut sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. 
Sondang P Siagian juga menjelaskan bahwa agar fungsi pengawasan itu 
mendatangkan hasil yang diharapkan, pimpinan suatu organisasi harus mencari 
ciri-ciri suatu proses pengawasan dan yang lebih penting lagi, berusaha untuk 
memenuhi sebanyak mungkin ciri itu dalam pelaksanaan. 
Ciri-ciri itu diantaranya adalah : 
1. Pengawasan harus bersifat fact finding dalam arti bahwa pelaksanaan 
fungsi pengawasan harus menemukan fakta-fakta tentang bagaimana 
tugas-tugas dijalankan dalam organisasi. 
2. Pengawasan harus bersifat preventif artinya bahwa proses pengawasan, itu 
dijalankan untuk mencegah timbulnya penyimpangan dan penyelewengan 
dari rencana yang telah ditentukan. 
3. Pengawasan diarahkan kepada masyarakat sekarang yang berarti bahwa 
pengawasan hanya dapat ditunjukan kepada kegiatan yang kini sedang 
dilaksanakan. 
4. Pengawasan hanyalah sekedar alat untuk meningkatkan efisiensi, 




5. Karena pengawasan hanya sebagai alat administrasi dan manajemen, maka 
pengawasan itu harus mempermudah tercapainya tujuan 
6. Proses pelaksanaan pengawasaan pengawasan harus efisiensi, jangan 
sampai terjadi pengawasan yang menghambat usaha peningkatan efisiensi 
7. Pengawasan tidak dimaksud untuk menentukan siapa yang salah jika ada 
ketidak beresan, akan tetapi untuk menentukan apa yang tidak benar. 
8. Pengawasan harus bersifat membimbing agar para pelaksana 
meningkatkan kemampuannya untuk melakukan tugas yang ditentukan 
baginya. 
Dalam Ernie dan Kurniawan (2005:17) Schermerhon mengemukakan 
bahwa pengawasan adalah proses dalam menetapkan ukuran kinerja dan 
pengambilan tindakan yang dapat mendukung pencapaian hasil yang diharapkan 
sesuai dengan kinerja yang telah ditetapkan tersebut. 
Menurut Irham Fahmi (2014:138) pengawasan didefinisikan sebagai cara 
suatu organisasi mewujudkan kinerja yang efektif dan efisien, serta lebih jauh 
mendukung terwujudnya visi dan misi suatu organisasi. 
Sementara menurut G.R Terry dalam Brantas (2009) pengawasan adalah 
sebagai proses penentuan, apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang harus 
dilaksanakan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan, dan apabila perlu 
melakukan perbaikan-perbaikan, sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana 
yang selaras dengan standar. 
Pengawasan bertujuan bukan hanya untuk mencari kesalahan-kesalahan, 




memperbaikinya jika terdapat kesalahan-kesalahan. Jadi, pengawasan dilakukan 
sebelum proses, saat proses dan setelah proses, yakni hingga hasil akhir diketahui. 
Dengan pengawasan ini diharapkan juga agar pemanfaatan semua unsur 
manajemen efektif dan efisien.  
Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan oleh para ahli diatas dapat 
disimpulkan bahwa pengawasan merupakan proses untuk menjaga atau 
mengamati yang dilakukan melalui proses pengukuran dan perbaikan untuk 
menjamin bahwa tujuan dari suatu organisasi dapat tercapai dengan baik dan 
sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan dan bila ditemukan penyimpangan-
penyimpangan diambil tindakan koreksi. 
C.1 Fungsi dan Manfaat Pengawasan 
Simbolon (2004:62) menuturkan bahwa fungsi pengawasan yaitu: 
1. Mempertebal rasa tanggung jawab dari pegawai yang diserahi tugas dan 
wewenang dalam pelaksanaan pekerjaan. 
2. Mendidik para pejabat agar melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan 
prosedur yang telah ditetapkan. 
3. Mencegah terjadinya kelalaian, kelemahan dan penyimpangan agar tidak 
terjadi kerugian yang tidak diinginkan 
4. Memperbaiki kesalahan dan penyelewengan agar dalam pelaksanaan 
pekerjaan tidak mengalami hambatan dan pemborosan-pemborosan. 
Menurut S.P Siagian (2013:259) pengawasan dilakukan untuk mencegah 
terjadinya deviasi dalam operasionalisasi suatu rencana sehingga berbagai 




bukan hanya sesuai dengan rencana akan tetapi sesuai juga dengan tindakan 
efisiensi dan efektivitas yang setinggi mungkin. Sama halnya dengan pendapat 
Relawati (2012:107) yang mana fungsi atau tujuan dari pengawasan adalah 
untuk menghindari sedini mungkin terjadinya penyimpangan, akan tetapi apabila 
penyimpangan tersebut sudah terlanjur terjadi maka peran fungsi pengawasan 
adalah mengembalikan arah kegiatan pada tujuan yang sudah ditetapkan semula.  
Adapun manfaat terpenting dari pengawasa adalah: (a) tersedianya bahan 
informasi bagi manajemen tentang situasi nyata dalam mana organisasi berada, 
(b) dikenalinya faktor-faktor pendukung terjadinya operasionalisasi rencana 
dengan efisien dan efektif, (c) pemahaman tentang faktor yang menimbulkan 
kesulitan dalam penyelenggaraan berbagai kegiatan operasional, (d) langkah-
langkah apa yang segera dapat diambil untuk menghargai kinerja yang 
memuaskan dan, (e) tindakan prefentif apa yang segera dapat dilakukan agar 
deviasi dari standar tidak terus berlanjut. (Siagian,2007:261) 
C.2 Jenis – Jenis pengawasan 
Menurut pendapat Situmorang dan Juhir dalam Siagian (2008:139) 
bahwasanya proses pengawasan pada dasarnya dilaksanakan oleh administrasi 
dan manajemen dengan mempergunakan dua macam teknik, yakni: 
1. Pengawasan langsung (direct control), ialah apabila pemimpin organisasi 
mengadakan sendiri pengawasan terhadap kegiatan yang sedang 
dijalankan. Akan tetapi karena banyaknya dan kompleknya tugas-tugas 




pemimpin tidak mungkin dapat selalu menjalankan pengawasan yang 
bersifat langsung. 
2. Pengawasan tidak langsung (inderect control) ialah pengawasan jarak 
jauh, pengawasan ini dilakukan melalui laporan yang disampaikan oleh 
para bawahan. Laporan ini dapat berbentuk: (a) tertulis, (b) lisan. 
Kelemahan dari pada pengawasan tidak langsung itu ialah bahwa 
seringnya para bawahan hanya melaporkan hal-hal yang positif saja. Dengan 
perkataan lain para bawahan itu mempunyai kecenderungan hanya melaporkan 
hal-hal yang diduganya akan menyenangkan pimpinan. 
C.3 Tipe dan Teknik Pengawasan 
Terdapat tiga tipe pengawasan dalam Handoko (2003:361), yaitu: 1) 
pengawasan pendahuluan, 2) pengawasan concurent, 3) pengawasan umpan 
balik. 
a. Pengawasan pendahuluan (Feedforward Control) 
Pengawasan pendahuluan atau yang sering disebut steering controls, 
dirancang untuk mengantisipasi masalah-masalah atau penyimpangan-
penyimpangan dari standar atau tujuan dan memungkinkan koreksi dibuat 
sebelum suatu tahap kegiatan tertentu diselesaikan. Jadi, pendekatan 
pengawasan ini lebih aktif dan agresif, dengan mendeteksi masalah-
masalah dan mengambil tindakan yang diperlukan sebelum suatu masalah 
terjadi. Pengawasan ini akan efektif hanya bila manajer mampu 




perubahan-perubahan dalam lingkungan atau tentang perkembangan 
terhadap tujuan yang diinginkan. 
b. Pengawasan Concurent 
Pengawasan ini dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan 
(concurent control), atau pengawasan ini sering disebut pengawasan “Ya- 
Tidak” , screening control atau “berhenti-terus”, dilakukan selama suatu 
kegiatan berlangsung. Tipe pengawasan ini merupakan proses dimana 
aspek tertentu dari suatu prosedur harus disetujui dulu, atau syarat tertentu 
harus dipernuhi dulu sebelum kegiatan-kegiatan bisa dilanjutkan, atau 
menjadi semacam peralatan “double check” yang lebih menjamin 
ketepatan pelaksanaan suatu kegiatan.   
c. Pengawasan umpan balik 
Pengawasan umpan balik (feedback control) atau juga disebut dengan 
past-action controls, mengukur hasil-hasil dari suatu kegiatan yang telah 
diselesaikan. Sebab – sebab penyimpangan dari rencana atau standar 
ditentukan, penemuan-penemuan diterapkan untuk kegiatan-kegiatan 
serupa di masa yang akan datang. Pengawasan ini bersifat historis, 
pengukuran dilakukan setelah kegiatan terjadi. 
Selain itu, Kurniawan (2005:321) mengemukakan tipe pengawasan 
berkaitan erat dengan tujuan pelaksanaan pengawasan, terdapat 2 tipe 




Adapun 2 tipe Pengawasan Menurut Kurniawan (2005:321)  adalah 
sebagai berikut: 
1. Pengawasan bersifat rutin 
Pengawasan dilakukan secara berkala atau dengan interval waktu 
tertentu. (contoh: dilakukan setiap satu bulan sekali). Pengawasan ini 
biasanya dilakukan pada kondisi atau usaha yang sudah stabil. 
2. Pengawasan mendadak atau sidak 
Pengawasan yang bersifat mendakak (incosnito) yang dilakukan tanpa 
pemberitahuan terlebih dahulu. Pengawasan atau sidak dilakukan pada 
kegiatan atau usaha yang sedang bermasalah, sidak dapat dilakukan 
tergantung kebutuhan. Misalnya pada waktu tidak terduga tanpa ada 
pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak penanggung jawab kegiatan 
atau usaha. 
Pengawasan juga dapat digolongkan dalam dua tipe lain yakni: 
pengawasan yang dilakukan oleh pihak penanggung jawab kegiatan usaha atau 
usaha itu sendiri (self monitoring) dan pengawasan yang dilakukan oleh pihak 
lain, misalnya pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. Self monitoring 
bersifat rutin dan dilakukan untuk memenuhi syarat izin atau peraturan yang 
ada. pengawasan jenis ini memerlukan kejujuran dari pihak penanggung jawab 
kagiatan atau usaha. 
Berkaitan dengan teknik pengawasan Hadari Nawawi (2012) 
mengemukakan bahwa : pengawasan adalah pemantauan, pemerikasaan, dan 




dapat mencegah terjadinya penyalah gunaan wewenang dan penyimpangan dari 
ketentuan-ketentuan, peraturan-peraturan dan kebijaksanaan yang telah 
ditetapkan. 
C.4 Tahap – Tahap dalam Proses Pengawasan 
Menurut Yahya (2006:136) proses pengawasan terdiri dari 5 tahap: 
1. Penetapan standar pelaksanaan (perencanaan) 
2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan 
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan 
4. Perbandingan pelaksanaan dengan standar analisa penyimpangan 
5. Pengambilan tindakan koreksi apabila diperlukan 
Dalam penelitian ini peneliti berusaha melihat bagaimana tahapan 
pengawasan Pasar Tertib Ukur (PTU) oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
Kota Pekanbaru, maka peneliti menggunakan teori T.Hani Handoko tentang 
tahap-tahap dalam proses pengawasan yang mana pengawasan diawali dengan 
sebuah perencanaan. Adapun teori T. Hani Handoko ini dibagi menjadi 5 
tahapan.Untuk mendapatkan penelitian yang relevan dengan mempertimbangkan 
fokus dan lokus, terdapat teori yang digunakan untuk meneliti guna sebagai 
bahan rujukan untuk dapat mengupas lebih lanjut terhadap penelitian ini, melalui 
pertimbangan kondisi fokus dan lokus yang dianggap relevan, lebih lanjut untuk 
mendeskripsikan penelitian ini menjadi lebih mendalam.  
T, Hani Handoko (2003:362) mengungkapkan bahwa dalam melakukan 
pengawasan yang harus diperhatikan ada 5 tahapan yakni: 




2. Penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan  
3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan nyata 
4. Pembanding pelaksanaan kegiatan dengan standar dan penganalisaan 
penyimpangan-penyimpangan. 
5. Pengambilan koreksi bila perlu 
Berikut ini penjelasan mengenai poin – poin penting yang dapat dijelaskan 
yaitu: 
1. Penetapan Standar 
Tahap pertama dalam pengawasan adalah penetapan standar pelaksanaan 
(perencanaan). Standar mengandung arti sebagai suatu satuan pengukuran yang 
dapat digunakan sebagai patokan untuk penilaian hasil-hasil. Tujuan, sasaran, 
kuota dan target pelaksanaan dapat digunakan sebagai standar. 
Tiga bentuk standar yang umum (Handoko,2003:363) adalah : 
a. Standar fisik, bisa jadi meliputi kuantitas barang atau jasa, jumlah 
langganan, atau kualitas produk. Standar-standar fisik adalah penetapan 
tujuan sehingga dapat dengan mudah diimplementasikan. Maka peneliti 
akan mendeskripsikan tentang penetapan tujuan dari Dinas Perdagangan 
dan Perindustrian Kota Pekanbaru dalam melaksanakan pengawasan 
terhadap Pasar Tertib Ukur di Kota Pekanbaru dan standar-standar 
pendukung pelaksanaan kegiatan oleh tim pengawas. 
b. Standar-standar moneter yang ditunjukkan dalam rupiah dan mencakup 




Atau dengan kata lain anggaran untuk melakukan pengawasan yang 
dilakukan oleh tim pengawas. 
c. Standar-standar waktu, meliputi kecepatan produksi atau batas suatu 
pekerjaan yang harus diselesaikan. Maka peneliti akan mendeskripsikan 
tentang waktu lama kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh tim 
pengawas. Waktu kegiatan sangat berpengaruh agar kerja dari tim dapat 
berjalan dengan maksimal. 
2. Penentuan Pengukuran Pelaksanaan kegiatan 
Penetapan standar adalah sia-sia bila tidak disertai dengan berbagai cara 
untuk mengukur pelaksanaan kegiatan nyata. Oleh karena itu, tahapan kedua 
dalam pengawasan adalah menentukan pengukuran pelaksanaan kegiatan secara 
tepat. Beberapa pertanyaan yang penting berikut ini dapat digunakan. 
a. Berapa kali (how often) pelaksanaan seharusnya dilakukan. Bertujuan 
untuk mengukur sejauh mana kegiatan dan pelaksanaan pengawasan 
dilakukan, agar tim pengawas dapat melihat berapa banyak pedagang yang 
menggunakan timbangan secara tertib aturan, pengawasan sebaiknya 
dilakukan secara berkala. Untuk itu peneliti mendeskripsikan waktu 
kegiatan dan pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian kota Pekanbaru terhadap pedangan di Pasar 
Tertib Ukur. 
b. Dalam bentuk apa (what form) pengukuran dilakukan. Pengukuran akan 
dilakukan untuk mendapatkan hasil yang bisa digunakan pada proses 




pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, tim pengawas menetapkan tiga 
tahapan yang wajib dilakukan dalam pengawasan pasar tertib ukur. 
Tahapan tersebut yaitu; pemeriksaan, pengujian dan peneraan/peneraan 
ulang.  
c. Siapa yang akan terlibat(who). Siapa-siapa saja yang terlibat di dalam 
pelaksanaan kegiatan tersebut dalam hal ini pelaksanaan dilakukan oleh 
tim pengawasan metrologi dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 
Pekanbaru. 
3. Pengukuran Pelaksanaan Kegiatan 
Setelah frekuensi pengukuran dan sistem monitoring ditentukan, 
pengukuran pelaksanaan dilakukan sebagai proses yang berulang-ulang dan 
terus-menerus dan terus menerus. (Handoko,2003:364) berikut ini adalah 
beberapa yang cara yang dilakukan dalam melakukan pengukuran pelaksanaan: 
a. Pengamatan (observasi), aktivitas yang dilakukan terhadap suatu proses 
atau objek dengan maksud memahami dari sebuah fenomena berdasarkan 
pengetahuan dan gagasan yang sudah diketahui sebelumnya, untuk 
mendapatkan informasi-informasi yang dibutuhkan untuk melanjutkan 
suatu penelitian. Tim pengawasan, pendataan, sensus dan money pada 
bidang metrologi Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru, 
selaku pengawas melakukan pengawasan untuk mendapatkan data-data 
yang dibutuhkan kemudian melakukan pendataan dan pelaksanaan 




b. Laporan-laporan baik lisan maupun tertulis merupakan salah satu hasil 
yang didapatkan dari pengawasan. Sebuah laporan salah satunya berupa 
data hasil pengukuran di lapangan mengenai timbangan yang digunakan 
pedagang pasar tertib ukur di kota Pekanbaru. 
c. Metoda-metoda otomatis, yakni melaksanakan tugas pengukuran dengan 
metoda yang telah ditentukan dengan tak terduga. Sebuah pengawasan 
disertai pelaksanaan sosialisasi langsung kepada pedagang harus juga 
dilakukan oleh Dinas Perdagangan Dan Perindustrian Kota Pekanbaru 
untuk menghindari terjadinya kecurangan yang dilakukan oleh pedagang 
yang tidak jujur di kota Pekanbaru. 
d. Inspeksi, pengujian (test) atau dengan pengambilan sampel. Saat 
melakukan pengawasan ke Pasar tertib ukur kota pekanbaru, tim pengawas 
wajib melakukan inspeksi mendadak terhadap alat ukur yang digunakan 
oleh pedagang, apakah sudah sesuai dengan standar atau belum. Jika 
belum, maka wajib dilakukan tindak tegas terhadap pedagang tersebut. 
4. Pembandingan Pelaksanaan Dengan Standar Dan Analisa 
Penyimpangan 
Tahap kritis dari proses pengawasan adalah membandingkan pelaksanaan 
nyata dengan pelaksanaan yang direncanakan atau standar yang telah ditetapkan. 
Walaupun tahap ini mudah dilakukan, akan tetapi kompleksitas dapat terjadi 
pada saat menginterprestasikan adanya penyimpangan (deviasi). Penyimpangan 





Dari penjelasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlunya evaluasi 
terhadap pekerjaan yang telah dilaksanakan, hal ini dilakukan untuk 
menghindari adanya penyimpangan yang terjadi. Apabila telah terjadi 
penyimpangan atau terdapat temuan penyimpangan, maka perlu dilakukan 
evaluasi untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan tersebut. 
Apabila dalam pelaksanaan dan standar tidak sesuai maka hal yang harus 
dilakukan menurut T. Hani Handoko adalah: 
a. Menginterprestasikan adanya penyimpangan (deviasi) yang terjadi dalam 
pelaksanaan. Mengacu kepada pelaksanaan pengawasan pasar tertib ukur 
kota pekanbaru pada usaha yang dilakukan sebelumnya. Sehingga dapat 
melihat penyimpangan apa saja yang telah terjadi antara pelaksanaan 
dengan standar yang telah ditentukan. Maka peneliti akan mendeskripsikan 
tentang penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan pengawasan pasar 
tertib ukur kota pekanbaru pada usaha menertibkan penggunaan timbangan 
sesuai dengan ukurannya yang seharusnya. 
b. Penyebab-penyebab terjadinya penyimpangan. Penyimpangan itu terjadi 
karena ada penyebannya. Penyimpangan yang terjadi karena adanya 
pelaksanaan pengawasan tertib ukur pada pasar tertib ukur kota pekanbaru  
dalam proses pengawasan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Pada 
indikator, penyimpangan dapat dilihat dari berbagai persepsi dalam 
pengawasan pasar tertib ukur kota pekanbaru pada usaha penertiban 




menjadi penyebab dari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dalam 
pelaksanaan pengawasan pedagang pasar tertib ukur kota Pekanbaru. 
5. Pengambilan Tindakan Koreksi Bila Diperlukan 
Bila hasil analisa menunjukkan perlunya tindakan koreksi, tindakan ini 
harus diambil. Tindakan koreksi dapat diambil dalam berbagai bentuk. Standar 
mungkin diubah, pelaksanaan diperbaiki, atau keduanya dilakukan 
bersamaan.(Handoko,2003:365) tindakan koreksi bisa berupa: 
a. Mengubah standar mula-mula. Apabila standar yang ditetapkan 
sebelumnya terlalu tinggi atau rendah dan ternyata hal tersebut 
menyebabkan penyimpangan sehingga perlu adanya penurunan standar 
atau sebaliknya. Maka peneliti akan mendeskripsikan tentang pelaksanaan 
pengambilan tindakan koreksi apabila terjadi penyimpangan dalam 
melakukan kegiatan pengawasan pasar tertib ukur kota pekanbaru. 
b. Mengubah pengukuran pelaksanaan. Apabila penyimpangan terjadi karena 
pelaksanaan yang kurang baik maka pelaksanaan harus dikoreksi dan 
dilakukan perbaikan. Apabila penyimpangan itu terjadi dengan disebabkan 
oleh pelaksanaan yang kurang baik maka pelaksanaan harus menjadi 
pertimbangan untuk melakukan perbaikan. Maka peneliti akan 
mendeskripsikan tentang pengambilan tindakan koreksi apabila terjad 
penyimpangan dalam melakukan kegiatan pengawasan pasar tertib ukur 





D. Pengawasan Metrologi Legal 
Menurut  Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2017 Tentang 
Pengawasan Metrologi Legal, pengertian Metrologi Legal adalah metrologi yang 
mengelola satuan – satuan ukuran, metoda – metoda pengukuran, dan alat alat – 
alat ukur yang menyangkut persyaratan teknik dan peraturan berdasarkan Undang 
– Undang yang bertujuan melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran 
pengukuran. Sedangkan Pengawasan yang dimaksud adalah serangkaian kegiatan 
untuk memastikan Alat UTTP(Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya), 
BDKT(Barang Dalam Keadaan Terbungkus), dan Satuan Ukuran sesuai ketentuan 
perundang – undangan.  Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengawasan metrologi 
legal adalah serangkaian kegiatan untuk memastikan UTTP, BDKT, dan Satuan 
Ukuran sesuai dengan teknik dan peraturan yang dilakukan pengawas 
kemetrologian berdasarkan ketentuan perundang – undangan dan bertujuan untuk 
melindungi kepentingan umum dalam hal kebenaran pengukuran.   
Sesuai dengan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 
2017 Tentang Pengawasan Metrologi Legal, ada 3 yang menjadi objek 
pengawasan metrologi legal yaitu, UTTP, BDKT dan Satuan Ukuran. Namun 
dalam Skripsi ini, penulis hanya memfokuskan pada pengawasan penggunaan 
Alat UTTP. Karena, lebih sesuai dengan judul Skripsi Penulis yakni Pengawasan 
Pasar Tertib Ukur dimana pedagang pasar tradisional banyak menggunakan UTTP 
sebagai alat untuk melakukan pengukuran, penakaran, dan penimbangan dalam 





D.1 Alat Ukur Takar Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) 
Alat Ukur, Takar, Timbang dan perlengkapannya berdasarkan Undang- 
Undang Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal dapat diuraikan sebagai 
berikut: 
1. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran 
kuantitas dan atau kualitas; 
2. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran 
kuantitas atau penakaran; 
3. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai bagi pengukuran 
massa atau penimbangan; 
4. Alat ukur ialah alat yang diperuntukkan atau dipakai sebagai pelengkap 
atau tambahan pada alat-alat ukur, takar atau timbang, yang menentukan 
hasil pengukuran, penakaran atau penimbangan. 
Masing-masing alat ini wajib dilakukan peneraan atau tera ulang oleh 
pemilik/pengguna. Dimana yang dimaksud dengan menera adalah menanda 
dengan tanda tera sah atau tanda tera batal yang berlaku atau memberikan 
keterangan-keterangan tertulis yang bertanda tera sah atau tanda batal berlaku. 
Proses ini dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak melakukannya 
berdasarkan pengujian yang dijalankan atas alat-alat ukur, takar timbang dan 
perlengkapannya yang belum dipakai. 
Sementara tera ulang adalah menandari berkala dengan tanda-tanda tera 
sah atau tera batal yang berlaku, dilakukan oleh pegawai-pegawai yang berhak 




timbang, dan perlengkapannya yang telah di tera. (Undang- Undang Republik 
Indonesia Nomor 2 Tahun 1981 Tentang Metrologi Legal, Pasal 1). 
Peran pelayanan tera dan tera ulang alat Ukur Takar Timbang dan 
Perlengkapannya (UTTP) sangatlah penting untuk menjamin bahwa produk yang 
diterima konsumen saat jual beli sesuai dengan ukuran yang seharusnya dan nilai 





Sumber: Kemendag RI 
 
Diatas adalah gambar tanda tera dan keterangannya,masing-masing tanda 
diatas akan dibubuhkan pada timbangan atau alat ukur yang sudah tera. Jenis dan 
bentuk tanda tera diatur dengan peraturan menteri dan untuk tanda tera 2013 
diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69/M-DAG/PER/10/2012 
tentang Tanda Tera. Adapun Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang, dan 
Perlengkapannya (UTTP) yang wajib ditera ulang telah diatur dalam pasal 2 
Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1985 Tentang Wajib Pembebasan Untuk 
Ditera Dan/Atau Ditera Ulang Serta Syarat-Syarat Bagi Alat-Alat Ukur Takar, 




“UTTP yang secara langsung atau tidak langsung digunakan atau disimpan 
dalam keadaan siap pakai untuk keperluan menentukan hasil pengukuran, 
penakaran, atau penimbangan untuk: 
a. Kepentingan umum 
b. Usaha 
c. Menyerahkan atau menerima barang 
d. Menentukan pungutan atau upah 
e. Menentukan produk akhir dalam perusahaan 
f. Melaksanakan peraturan perundang-undangan wajib ditera dan ditera 
ulang. 
Alat-alat ukur dan timbangan yang digunakan dalam transaksi dagang 
yang selanjutnya disebut UTTP , digunakan oleh pedagang sepanjang waktu 
dengan frekuensi yang cukup tinggi sehingga dimungkinkan terjadinya perubahan 
pada bagian tertentu. Hal tersebut berpotensi untuk terjadinya kesalahan 
timbangan atau ukuran yang merugikan konsumen dan juga pelaku usaha.  Untuk 
itu, tera dan tera ulang terhadap UTTP berperan penting dalam usaha melindungi 
konsumen dalam hal ini masyarakat. dari sisi pelaku usaha atau pedagang, mereka 
yang dalam usaha transaksi  dagangnya menggunakan UTTP wajib untuk 
memeriksakan atau melakukan tera ulang UTTP tersebut melalui sidang tera. Jika 
ada pelaku usaha yang tidak tertib dalam memeriksakan UTTP yang digunakan 
dan terbukti rusak dan tidak sesuai dengan takaran namun tidak diperbaiki, pelaku 
usaha atau pedagang tersebut dapat dikenai sanksi. Akurasi dan reliabilitas UTTP 




masing pihak memperoleh perlindungan yang setara. Pedagang dilindungi dari 
kerugian karena memberikan barang yang melebihi volume yang disepakati, 
sedangkan konsumen dilindungi dari kerugian karena menerima jumlah barang 
yang lebih rendah dari volume yang diminta/dibayarkan (Puska Dagri,2013) 
Kemudian sebagaimana telah diatur dalam Permendag No. 50 Tahun 2009 
tentang Unit  Kerja dan Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal maka pihak yang 
berwenang dalam melakukan pengujian UTTP serta pelaksanaan tera dan tera 
ulangnya ialah UPT dan UPTD tingkat Provinsi maupun kabupaten/kota sesuai 
dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 
D.2 Pasar Tertib Ukur (PTU) 
Pasar tertib ukur merupakan program yang dibuat oleh Kementrian 
Perdagangan Republik Indonesia, pasar tertib ukur ini merupakan turunan dari 
Daerah Tertib Ukur. Pasar tertib ukur yang selanjutnya disingkat PTU adalah 
suatu predikat yang diberikan yang diberikan oleh kementerian perdagangan 
kepada pasar rakyat yang telah memenuhi kriteria yang ditetapkan. (Juknis 
PTU:2018). Pasar tertib ukur meliputi: 
1. Semua UTTP yang digunakan memiliki tanda tera sah yang berlaku. 
2. Semua pedagang pengguna UTTP telah mendapatkan penjelasan langsung 
tentang penggunaan UTTP dengan benar dan sanksi yang akan diterima 
bila memperdaya penggunaan UTTP 
3. Pasar dikelola dengan suatu manajemen. 




5. Pengelolaan pasar memiliki data yang valid tentang jumlah, jenis, dan 
pemilik UTTP. 
Pasar tertib ukur sendiri ialah pasar yang memenuhi standar untuk bersaing 
dengan pasar modern, dengan tujuan kepuasan pelanggan (konsumen) dan 
mengembalikan citra pasar tradisional yang tergeser dengan adanya pasar modern 
untuk mensejahterakan masyarakat terutama usaha mikro kecil menengah 
(UMKM) agar terus berkembang dengan produk sendiri dan bersaing dengan 
produk lainnya. 
Tahapan pembentukan Pasar Tertib Ukur (PTU) dimulai dari sosialisasi 
yang dilaksanakan oleh Bidang Tertib Ukur dan UPT Metrologi Legal Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru setelah dilakukan sosialisasi 
tentang Pembentukan Pasar Tertib Ukur (PTU), antusias pedagang untuk 
melakukan tera ulang meningkat. Kegiatan Pasar Tertib Ukur terdiri dari: 
1. Sensus/ pendataan terhadap UTTP yang digunakan di Pasar guna 
memastikan seluruh UTTP dapat teridentifikasi dengan baik 
2. Bimbingan teknis kepada pemilik/pengguna UTTP dan pengelola pasar 
untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya pemberian jaminan 
kebenaran hasil pengukuran dan transaksi perdagangan 
3. Pelayanan tera/tera ulang dilakukan oleh UPTD Metrologi Legal 
4. Reparasi/perbaikan UTTP agar dapat memenuhi persyaratan teknis yang 





Pasar Tertib Ukur (PTU) dan Daerah Tertib Ukur (DTU) merupakan 
kegiatan yang sinergi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. 
Hakekat kedua program tersebut adalah (Kemendag RI):  
1. Optimalisasi pelayanan Tera dan Tera Ulang UTTP 
2. Optimalisasi pengawasan UTTP dan BDKT serta satuan ukuran 
3. Optimalisasi penyuluhan kemetrologian 
Adapun Maksud dan tujuan dibentuknya Pasar Tertib Ukur adalah 
(Kemendag RI): 
1. Masyarakat konsumen memperoleh jaminan kebenaran kuanta atas barang 
yang dibeli. 
2. Meningkatkan citra pasar tradisional bagi masyarakat konsumen sehingga 
pedagang yang pada umumnya pedagang kecil memperoleh peluang pasar 
yang lebih baik. 
3. Meningkatkan daya saing pasar tradisional dalam menghadapi pesatnya 
pertumbuhan pasar modern. 
4. Mendorong pemerintah daerah untuk mengelola pasar tradisional dengan 
baik dan benar. 
5. Meningkatkannya partisipasi masyarakat dan Pemerintah Daerah dalam 
mewujudkan tertib ukur dan perlindungan konsumen. 
6. Meningkatnya kinerja kemetrologian secara nasional. 
 
Berikut ini adalah Tahapan kegiatan Penbentukan PTU (Juknis PTU): 
1. Pendataan UTTP dan verifikasi data UTTP (jumlah, jenis, legalitas, 
kondisi dan pemilik/pengguna UTTP serta alamat/tempat pakai UTTP) 
2. Pelayanan tera ulang terhadap UTTP yang tidak bertanda tera sah. 
3. Bimbingan teknis langsung kepada pemilik/pengguna UTTP tentang 
penggunaan UTTP yang benar dan sanksi apabila menggunakan UTTP 




4. Monitoring hasil pelayanan tera/tera ulang UTTP 
5. Evaluasi terhadap pembentukan DTU/PTU 
6. Peresmian  
Pasar Tertib Ukur memiliki kriteria – kriteria tertetu dibawah ini adalah 
merupakan Kriteria Pasar Tertib Ukur (Kemendag RI), sebagai berikut: 
1. Semua UTTP yang digunakan bertanda tera sah yang berlaku 
2. Semua pedagang pengguna UTTP telah mendapatkan penjelasan langsung 
tentang penggunaan UTTP dengan benar dan sanksi yang akan diterima 
apabila memperdaya penggunaan UTTP 
3. Pasar dikelola dalam suatu manajemen 
4. Manajemen pengelolaan pasar memahami pemakaian UTTP yang benar 
dan melakukan pembinaan kepada pemakai UTTP secara rutin 
5. Pengelola pasar memiliki data yang valid tentang jumlah, jenis, pemilik 
UTTP. 
6. Pemerintah Provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota mempunyai program 
kerja pembinaan penggunaan UTTP di pasar 
Adapun Tahapan Kegiatan Pasar Tertib Ukur (Juknis PTU): 
1. Persiapan : 
a. Penyusunan Petunjuk Teknis Pasar Tertib Ukur. 
b. Rapat Koordinasi Persiapan Pembentukan Pasar Tertib Ukur. 
c. Pembentukan Tim Pasar Tertib Ukur : 
1) Tim Pendataan (Disperindag Kab/Kota); 
2) Tim Pelaksanan (UPTD Metrologi Disperindag Provinsi, 
Disperindag Kab/Kota); 
3) Tim Evaluasi (Dit. Metrologi, BSML, Disperindag Provinsi 





2. Pelaksanaan : 
a. Pendataan UTTP dan verifikasi data UTTP (jumlah, jeni, 
legalitas, kondisi dan pemilik/pengguna UTTP serta 
alamat/tempat pakai UTTP). 
b. Bimbingan terhadap pemilik UTTP. 
c. Pelayanan tera/tera ulang UTTP. 
d. Pengadaan bantuan timbangan untuk pemilik/pengguna UTTP 
usaha mikro kecil kepada masing-masing pasar tertib ukur: 
1) Penyelenggaraan pengadaan; 
2) Pelaksanaan pekerjaan; 
3) Penyerahan hasil pekerjaan. 
3. Evaluasi 
a. Evaluasi pelaksanaan pembentukan PTU. 
b. Peresmian PTU. 
 
Jadi, berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Pasar Tertib 
Ukur ialah sebuah program pemerintah pusat pada pemerintah daerah 
kabupaten/kota yang didalamnya terdapat rangkaian kegiatan dengan tujuan untuk 
menaikan mutu/standar pasar tradisional dengan menerapkan tertib ukur pada 
setiap timbangan yang digunakan untuk transaksi jual beli.  
E. Pengawasan Pasar Tertib Ukur dalam Islam  
Pengawasan dalam pandangan islam dilakukan untuk meluruskan yang 
tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hal. (Abdul 
Mannan,2000: 152). Ada dua sumber pengawasan menurut ajaran Islam, yaitu 
pengawasan yang bersumber diri sendiri berdasarkan tauhid dan keimanan kepada 
Allah SWT,yang kedua  yaitu dari luar diri sendiri yakni dari orang disekitar kita, 




Allah Swt berfirman dalam terjemahan Al-Quran surat Al-Mujadalah ayat 
7 menyebutkan:  
ۡۡأَنَىۡ  ٌَّ َۡٱتََشۡأَ هَُىَۡيبۡفِيّۡۡللَّ ثِۡٱيَع  ََٰٕ ًََٰ َيبۡفِيۡۡنسَّ ِضۡ ٱَٔ َس  ۡۡۡل  َٕ ُْۡ ثٍَتۡإَِّلَّ
ۡثَهََٰ َٰٖ َٕ ِۡيٍََّۡج  ٌُ َيبۡيَُكٕ
َۡيبَۡسابِۡ ٍَ ۡأَي  َۡيَعُٓى  َٕ ُْۡ ثََشۡإَِّلَّ ۡأَك  ََّلٓ َٔ نَِكۡ
ِۡيٍَۡرَٰ َٰٗ َ ۡأَد  ََّلٓ َٔ ۡ َۡسبِدُسُٓى  َٕ ُْۡ َسٍتۡإَِّلَّ  ً ََّلَۡخ َٔ ۡ ُعُٓى 
ۡكَۡ
َوۡۡبَُٕا    ٕ هُٕا ۡيَ ًِ بَۡع ًَ ۡيَُُبِّئُُٓىۡبِ ِتۡ ٱثُىَّ ًَ قِيََٰ
ۡۡن  ٌَّ َۡٱإِ ٍءَۡعهِيٌىّۡۡللَّ َۡشي   ٧ۡبُِكمِّ
Artinya: “Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah 
mengetahui apa yang ada di langit dan di bumi? Tiada rahasia 
pembicaraan antara rahasia antara tiga orang melainkan 
dialah yang keempat. Dan tiadalah (pembicara antara) lima 
orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tiadalah pula 
pembicaraan antara (jumlah) yang kyrang dari itu atau lebih 
banyak, melainkan Dia ada bersama mereka dimanapun mereka 
berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada 
hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Allah Maha 
Mengetahui segala sesuatu”. (Q.S Al-Mujadalah:7) 
Ayat ini menunjukkan bahwa pengawasan yang bersumber dari diri sendiri 
sangat bergantung kepada rasa iman seseorang kepada Allah SWT. Semakin 
tinggi dan kuat iman seseorang maka ia semakin yakin pula bahwa setiap 
aktivitasnya ada yang mengawasi.  
Kemudian pengawasan yang bersumber dari luar yaitu pengawasan yang 
berasal dari orang-orang sekitar maka bisa jadi dari orang-orang terdekat seperti 
orang tua, sahabat, teman ataupun kerabat, pemimpin atau atasan tempat kerja. 
Pengawasan dilakukan dengan secara langsung atau melalui mekanisme yang 
dibentuk dengan sistematis. Mekanisme pengawasan dalam pemerintahan saat ini 
berbentuk peraturan perundang-undangan dan dijalankan oleh lembaga-lembaga 
pemerintahan sedangkan dalam islam disebut dengan lembaga Hisbah. 
Islam adalah agama yang menyeluruh, tidak hanya mengurus dan 




perdagangan. Dalam perdagangan, islam menerangkan bahwa perbuatan curang 
atau penipuan secara disengaja terhadap pengurangan takaran timbangan 
merupakan perbuatan curang. Dalam Al-Qur’an secara tegas tidak membenarkan 
dan membenci perilaku ini dengan menyebutnya sebagai orang-orang yang 
curang. 
 Sebagai mana firman Allah SWT QS. Hud ayat 84-85: 
ِوۡ  ٕ قَ ۡقَبَلۡيََٰ ٗبب  ُۡشَعي  ۡأََخبُْى  ٍَ يَ َۡيذ  َٰٗ إِنَ َٔ بُُذٔاۡ ٱ۞ َۡٱۡع  ُشُِّۡۡللَّ َۡغي  ٍّ
ۡإِنََٰ  ٍ ََّلۡتَُقُُصٕا ۡۡۥ َيبۡنَُكىۡيِّ َٔ
يَبلَۡٱ ك  ًِ ٌَۡ ٱَٔۡۡن  يَضا ًِ ِحيٖطۡۡن  ٖوۡيُّ  ٕ َۡعَزاَةۡيَ ُكى  إَِِّٓيۡأََخبُفَۡعهَي  َٔ ٖشۡ ُكىۡبَِخي  و٤٤ِۡۡإَِِّٓيۡأََسىَٰ  ٕ قَ يََٰ َٔۡ
فُۡ  ٔ ۡأَ يَبلَۡٱٕا  ك  ًِ ٌَۡٱَٔۡۡن  يَضا ًِ ٱبِۡۡن 
ِطۡ  قِس  ۡۡن  َخُسٕا  ََّلۡتَب  ۡفِيۡۡنَُّبطَۡٱَٔ ا   ٕ ثَ ََّلۡتَع  َٔ ۡ يَبَٓءُْى  ضِۡٱأَش  َس  ۡۡل 
ۡ ٍَ ِسِذي  ٤٥ُۡيف 
Artinya: 84. dan kepada (penduduk)Mad-yan (kami utus) saudar mereka, 
Syu’aib. Ia berkata: “Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali 
tiada Tuhan bagimu selain Dia. Dan janganlah janganlah kamu 
kurangi takaran dan timbangan, sesungguhnya aku melihat kamu 
dalam Keadan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku 
khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan 
(kiamat).”85. dan Syu’aib berkata: “Hai kaumku, cukupkanlah 
takaran dan timbangan dengan adil, dan janganlah kamu 
merugikan manusia terhadap hak-hak mereka dan janganlah 
kamu membuat kejahatan di muka bumi dengan membuat 
kerusakan. 
 
Kemudian juga pada Surah Al-Baqarah ayat 9: 
ٌَۡ ِذُعٕ َۡٱۡيَُخَٰ ٍَۡٱَّٔۡۡللَّ ۡۡنَِّزي ٌَ ُعُشٔ َيبۡيَش  َٔ ۡ ٓۡأََفَُسُٓى  ۡإَِّلَّ ٌَ َذُعٕ َيبۡيَخ  َٔ  ٩َۡءاَيُُٕا ۡ
Artinya: Mereka menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal 
mereka hanyalah menipu diri sendiri tanpa mereka sadari. 
 
 Hadis Nabi juga menjelaskan bahwa jujur dalam perkataan dan perbuatan 
itu akan menuntun seorang kepada kebaikan dan menjadi orang yang dapat 
dipercaya agar ia selamat dunia dan di akhirat. 
Rasulullah pernah bersabda yang artinya: 
“Biasakanlah berkata benar, karena benar itu menuntun kepada kebaikan 




berkata benar dan berusaha agar selalu benar, sehingga dicatat disisi 
Allah sebagai orang yang shiddiq (amat benar). Dan berhati-hatilah dari 
dusta, karena dusta akan menuntun kita berbuat curang, dan kecurangan 
itu menuntun ke neraka. Seseorang yang selalu berlaku curang akan 
dicatat disisi Allah sebagai pendusta.”(HR Bukhari Muslim). 
 
Islam sangat menekankan pada pentingnya penegakan ukuran takaran dan 
timbangan secara adil dan benar agar tidak ada pihak yang dirugikan. Di antara 
prinsip perdagangan dalam Islam adalah jujur dan adil. Islam mengajarkan setiap 
muslim melakukan kegiatan produksi maupun perdagangan agar bersikap jujur 
dan adil terhadap sesama. Sikap ini tertanam dengan adanya keharusan untuk 
memenuhi takaran dan timbangan. Dalam Al-Quran Allah telah menggariskan 
bahwa setiap muslim harus menyempurnakan takaran dan timbangan secara adil. 
Hal itu diungkapkan secara berulang dalam Al-Quran. (Akbar, Jurnal 
Iqtisaduna:2017,hal 9). 
Dalam Al-Quran QS. Al-Isra/17:35 dijelaskan.  
فُٕاۡ   ٔ أَ مَۡٱَۡٔ َكي  ِصَُٕا ۡبِۡۡن  َٔ ۡ تُى 
طَبطِۡٱإَِراِۡكه  قِس  تَقِيِىۡ ٱۡن  س  ًُ ِٔيٗٗلۡۡن 
ۡتَأ  ٍُ َس أَح  َٔ ٞشۡ نَِكَۡخي 
 ٣٥َۡرَٰ
Artinya: Dan sempurnakanlah takaran apabila kamu menakar, dan 
timbanglah dengan timbangan yang benar. Itulah yang lebih 
utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (QS Al-Isra :35) 
 
 
Dan penegakan tertib ukur takaran dan timbangan di dasari pula oleh ayat 
QS. Ar-Rahman/55: 9 : 
ٕاۡ  ًُ أَقِي ٌَۡٱَۡٔ ص  َٕ طِۡٱبِۡۡن  قِس 
ِسُشٔا ۡۡن  ََّلۡتُخ  ٌَۡٱَٔ يَضا ًِ  ٩ۡۡن 
Artinya: dan tegakkanlah timbangan itu dengan adil dan janganlah 





Selain itu terdapat ayat yang merupakan penggilan penghinaan yang 
diberikan kepada orang yang melakukan kecurangan dalam menakar dan 
menimbang yakni  QS: Al-Muthaffiffin 1-3. 
مٞۡ ي  َٔۡۡ ٍَ َطفِّفِي ًُ ٍَۡٱ١ۡنِّه  تَبنُٕاۡ ٱإَِراۡۡنَِّزي ۡۡنَُّبطِۡٱَعهَٗۡۡك  ٌَ فُٕ  ٕ تَ ٢ۡۡۡيَس  َصَُُْٕى  َّٔ ۡأَٔۡ إَِراَۡكبنُُْٕى  َٔ
ۡ ٌَ ِسُشٔ  ٣ۡيُخ 
Artinya: “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang. (yaitu) 
orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain 
maka mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar 
atau menimbang untuk orang lain, maka mereka mengurangi 
(QS: Al-Muthaffiffin 1-3). 
 
Ayat Al-Muthaffifin 1-3 berkaitan dengan peristiwa dengan peristiwa yang 
terjadi di Madina. Setibanya di Yatrib (Madina), Nabi Muhammad SAW, banyak 
mendapat laporan tentang para pedagang yang curang. Abu Juhainah termasuk 
salah satu seorang dari mereka. Ia dikabarkan memiliki dua takaran yang berbeda, 
kepada Abu Juhainah dan penduduk Madina yang lain, Rasulullah SAW 
membacakan Ayat diatas.  
Ayat ini memberikan peringatan kepada pedagang yang curang. Mereka 
dinamakan mutaffifin. Dalam bahasa Arab, mutaffifin berasal dari taffifa atau 
tafafah, yang berarti pinggir atau bibir sesuatu. Pedangan yang curang dinamai 
mutaffif, karena menimbang atau menakar sesuatu hanya sampai bibir timbangan, 
tidak sampai penuh hingga ke permukaan. Dalam  ayat tersebut, perilaku curang 
dipandang sebagai pelanggaran moral yang sangat besar. Pelakunya diancam 
hukuman berat yaitu masuk neraka wail.  
Ancaman itu pernah mengagetkan orang Arab (Badui). Ia kemudian 
menemui Abdul Malik bin Marwan, khalifah dari Bani Umayyah. Kepada 




kecilan saja (korupsi timbangan) diancam hukuman berat, bagaimana dengan para 
penguasa yang suka mencuri dan makan uang rakyat dalam jumlah besar, bahkan 
tidak terhitung lagi jumlahnya alias tanpa takarannya?”  Khalifah menjawab 
bahwa korupsi timbangan itu dianggap sebagai kejahatan besar, karena ia 
menyangkut sosial ekonomi (mu’amalat) yang menjadi kebutuhan dasar manusia. 
Korupsi semacam itu bias terjadi sepanjang waktu. (Mujahidin: 2007,168). Jadi, 
jauh  saat zaman Nabi dan kekhalifahan sudah ada perintah mengenai tertib 
ukuran timbangan sudah dilakukan, meski tidak sama teknisnya seperti sekarang. 
Kemudian, Ayat Al-Muthaffifin 1-3 diatas menjelaskan bahwa Islam 
mengajarkan manusia untuk melakukan transaksi jual beli secara adil. Sesuai 
dengan takaran yang sebenarnya, karena orang yang melakukan kecurangan 
dalam transaksi jual beli akan dapat ganjaran pada hari dimana manusia akan 
dibangkitkan yaitu hari perhitungan dimana amal dan dosa akan ditimbang, Allah 
sebagai pencipta manusia  menerapkan timbangan yang adil untuk manusia 
setelah selesai kehidupan di dunia, jadi akan ada juga sistem takaran dan 
timbangan di kehidupan akhirat. Jika   timbangan miring ke kanan maka seorang 
manusia itu memiliki amal yang lebih banyak daripada dosanya, dan sebaliknya 
jika timbangan berat ke kiri seorang tersebut  memiliki dosa yang lebih banyak.  
Sesungguhnya mengambil hak orang lain itu sangat terlarang dalam agama 
Islam, sehingga orang yang mengurangkan takaran atau timbangan sedikitpun, 
akan masuk neraka, apabila mengambilnya lebih banyak daripada itu. Maka tentu 




orang itu, sebab dosanya tidak akan diampuni oleh Allah, sebelum dibayar hak 
orang itu atau dimaafkannya. (Yunus:2004, 891)  
Melihat fenomena kecurangan yang terjadi saat ini masih banyak penjual 
yang belum mengetahui tata cara jual beli yang sesuai dengan syariat Islam, 
misalnya: mengurangi timbangan dan tidak jujur dalam memasarkan produknya, 
semua kecurangan itu akan merugikan salah satu pihak yaitu pembeli. Dalam 
ajaran islam tidak boleh menzalimi satu sama lain. 
Perdagangan di dalam Alquran dengan jelas disebutkan bahwa 
perdagangan atau perniagaan merupakan jalan yang diperintahkan oleh Allah 
untuk menghindarkan manusia dari jalan yang bathil dalam pertukaran suatu yang 
menjadi milik di antara sesama manusia.  
Seperti yang tercantum dalam Surat An-Nisa’29: 
َب ٓأَيُّٓ ٍَۡٱۡيََٰ ۡبِۡۡنَِّزي َُُكى ۡبَي  نَُكى ََٰٕ ۡأَي  ا  ٕٓ ُكهُ
ۡتَأ  ََّۡل ِطمِۡٱَءاَيُُٕا  بََٰ َۡعٍۡتََشاٖضۡۡن  َشةً ۡتَِجَٰ ٌَ ۡتَُكٕ ۡأٌَ ٓ إَِّلَّ
ۡ ٌَّ ۡإِ ا ۡأََفَُسُكى   ٕٓ ُ تُه ََّلۡتَق  َٔ ۡ ُُكى   َۡٱيِّ بّۡۡللَّ ًٗ َۡسِحي ۡبُِكى  ٌَ  ٢٩َۡكب
Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling 
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak 
benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar 
suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh 
dirimu. Sungguh Allah maha penyayang kepadamu. 
(QS An-Nisa:29) 
 
Semua ketentuan yang diatur dalam Al-Quran diserahkan agar manusia 
tidak merampas hak orang lain karena hal itu termasuk perbuatan yang zalim. Jadi 
dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan dan penerapan tertib 
ukur wajib hukumnya dilaksanakan bagi para individu baik masyarakat maupun 




Pengawasan Pasar Tertib Ukur dalam menertibkan ukuran takaran timbangan dan 
perlengkapannya. 
F. Penelitian Terdahulu   
Tabel 3 
Tabel Penelitian Terdahulu 
 












Raya Solok sebagai 
Pasar Tertib Ukur 
oleh Tim Razia dan 
Tim Tera/Tera 
Ulang Alat Ukur 




Hasil penelitian menunjukkan 
bahwa pelaksanaan kegiatan tim 
pengawasan belum berjalan 
dengan maksimal. Selain itu 
terdapat pula penyimpangan yang 
dilakukan oleh tim pengawas 
sehingga tidak tercapainya tujuan 
dengan baik. Secara keseluruhan 
berdasarkan teori tahap-tahap 
pengawasan oleh T. Hani 
Handoko masih ada indikator 
tang belum dilaksanakan dengan 


















Hasil Penelitian menunjukkan 
bahwa banyak pedagang pasar 
atau masyarakat yang kurang 
memahami perda No.9 Tahun 
2014 Tentang Pengelolaan Pasar, 
pada dasarnya pihak dinas sudah 
melakukan pengembangan pasar 
atau pengelolaan pasar pada ketua 
pasar atau pengelola pasar namun 
masyarakat/pedagang tidak 
memahami secara mendalam, 
kemudian yang menjadi kendala 
dalam pengawasan Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian 
Kota Pekanbaru ialah Sumber 
daya manusia yakni minimnya 
anggota pengawas yang masih 
kurang ilmu pengetahuan dan 
terdidik secara ahli kemudian 
kurangnya sarana dan prasarana. 




diharapkan pihak dinas terkait 
saling berkoordinasi dan 
berkerjasama dalam pelaksanaan 
pengawasan, penerapan sanksi 
dan penambahan sarana dan 
prasarana. 














Pasar Tertib Ukur 
(PTU) Studi pada 
Pasar Margorejo 
dan Kopindo Kota 
Metro 
Hasil Penelitian Menunjukkan 
bahwa koordinasi pemerintah 
Kota Metro dengan pedagang 
dalam pengelolaan Pasar Tertib 
Ukur sudah baik melalui kegiatan 
koordinasi dalam bentuk 
perencanaan, pembimbingan dan 
pengendalian dan bekerjasama 
antar pedagang, anggota Dinas 
Perdagangan berkolaborasi 
dengan tim koordinasi 
menciptakan PTU pada kedua 
pasar tersebut. Adapun sarannya 
ialah pengembangan SDM 
penanggung jawab pasar, 
Pemanfaatan Teknologi informasi 
dan Pengadaan sanksi hukum 
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Pada penelitian ini menjelaskan 
hasil wawancara yang dilakukan 
oleh peneliti yakni sebanyak 342 
atau 62,8 % konsumen atau 
pembeli di pasar Simpang baru 
Panam pernah merasa dirugika 
oleh pedagang di pasar Simpang 
Baru Panam dan sebanyak 208 
atau sebesar 37,81% pembeli 
tidak pernah dirugikan. Dari 
pembahasan pokok permasalahan, 
hasil dari penelitian bahwa 
pelaksanaan hak dan kewajiban 
dari pelaku usaha atau pedagang 
yang melakukan kegiatan usaha 
dagang dengan menggu  nakan 
timbangan dan alat 
perlengkapannya dan masih 
banyak yang tidak mengikuti 
aturan perundang-undangan yang 
berlaku khususnya dalam 
pemakaian timbangan dan alat 
perlengkapannya sehinga 
konsumen dalam memperoleh 
kesesuaian antara berat yang telah 
disepakati dengan apa yang di 
dapat  konsumen. Hal ini dilihat 
dari pelaku usaha di Pasar 
Simpang Panam yang memakai 
timbangan untuk kalangan rumah 
tangga, memanipulasi timbangan 
yang dilakukan oleh pelaku usaha 
dan timbangan yang tidak di tera 
ulang, dan atau penggantian 
apabila berat yang telah 
disepakati tidak sesuai dengan 
standar tidak dapat diperoleh oleh 








G. Definisi Konsep 
Untuk menghindari kesalah pahaman dan menghilangkan kesimpangsiuran   
dalam memahami penelitian ini, maka penulis memberikan batasan istilah-istilah 
dalam definisi konseptual sebagai berikut: 
1. Pengawasan dapat dianggap sebagai aktivitas untuk menemukan, 
mengoreksi penyimpangan-penyimpangan penting dalam hasil yang 
dicapai dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Pengawasan disini 
merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Perdagangan 
dan Perindustrian Kota Pekanbaru untuk mengawasai penggunaan alat 
UTTP yang digunakan oleh para pedagang di Pasar Tertib Ukur Kota 
Pekanbaru. 
2. Pasar Tertib Ukur merupakan turunan dari Daerah Tertib Ukur bahwa 
Pasar Tertib Ukur ialah predikat yang diberikan kepada pasar tradisional 
yang telah melalui proses untuk menjadi pasar yang tertib dalam 
pengukuran alat- alat UTTP, melakukan peneraan terhadap peralatan yang 
belum ditera atau belum ditera ulang, bimbingan terhadap pemilik atau 
pengguna UTTP. Pada penelitian ini Pasar yang dimaksud adalah Pasar 








H. Konsep Operasional 
Konsep Operasional adalah batasan atau rincian-rincian kegiatan 
operasional yang diperlukan untuk mengatur variabel penelitian yang dapat diukur 


















a. Standar fisik; 
b. Standar keuangan; 




a. How Often : Berapa kali dilakukan 
pelaksanaan pengawasan; 
b. What : Dalam bentuk apa pelaksanaan 
pengawasan; 





a. Pengamatan : Pemeriksaan dan   
Pendataan; 
b. Laporan ; 
c. Metoda otomatis: Sosialisasi Metrologi 
Legal; 






a. Sebelum pengujian; 




a. Mengetahui penyebab; 
b. Melakukan atau mencari solusi/upaya 
perbaikan 





I. Kerangka Berpikir 














Sumber: Data Olahan peneliti 2020 








1. Penerapan standar 
2. Penentuan pelaksanaan 
pengukuran kegiatan 
3. Pengukuran pelaksanaan 
kegiatan nyata 
4. pelaksanaan dengan standar 
analisa penyimpangan 
5. Pengambilan tindakan 
koreksi  bila perlu 
6.  
Faktor penghambat 
pengawasan Pasar Tertib 




Terciptanya keadaan yang tertib dalam 
penggunaan Alat UTTP di Pasar Tertib 







A. Jenis Penelitian 
Penelitian ini adalah jenis penelitian dengan menggunakan metode analisis 
deskriptif kualitatif. Suatu proses pemecahan masalah dengan menggunakan 
objek penelitian yang jelas dan lebih mendetail berdasarkan fakta-fakta yang ada 
serta menganalisa agar lebih menarik suatu kesimpulan. 
B. Tempat dan Waktu Penelitian 
Penelitian ini dilakukan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 
Pekanbaru di Jalan Teratai Nomor 83 Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru. Dan 
Pasar Limapuluh di Jalan Sultan Syarif Qasim, Kecamatan Limapuluh Kota 
Pekanbaru.Pasar Limapuluh yakni pasar yang dinobatkan sebagai salah satu Pasar 
Tertib Ukur di Indonesia Tahun 2017. Kegiatan penelitian berlangsung sejak akhir 
Tahun 2019.  
C. Jenis dan Sumber Data 
Jenis penelitian ini adalah “kualitatif” dengan menggunakan data primer 
dan sekunder. 
1. Data Primer 
Sebagai data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 
dengan penelitian langsung terhadap objek penelitian melalui hasil 
wawancara dan informan, dimana pegawai Dinas Perindustrian dan 





2. Data Sekunder 
Sebagai data sekunder dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh 
melalui media yang sifatnya melengkapi data primer seperti literatur, 
jurnal ilmiah, koran, berita elektronik dan majalah yang erat kaitannya 
dengan penelitian ini. Penulis mengambil data dari kantor Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru, Pasar Limapuluh Kota 
Pekanbaru sebagai Pasar Tertib Ukur Tahun 2017 dan  berbagai sumber 
yang memiliki data tentang Pengawasan Pasar Tertib Ukur. 
D. Informan Penelitian 
Informan adalah orang dari lokasi yang dianggap paling mengetahui dan 
bersedia untuk dijadikan narasumber, bersedia bekerjasama, mau diajak 
berdiskusi dan membahas hasil penelitian dan memberikan petunjuk kepada 
peneliti, sehingga peneliti bisa menggali informasi lebih mendalam tentang suatu 
masalah (Kasiram,2010). Adapun informan pada penelitian ini antara lain tertulis 
dalam tabel berikut: 
Tabel 5 
Daftar Informan Penelitian 
 
NO Subjek Penelitian 
Jumlah 
Informan 
1 Kasi Pengawasan Metrologi DPP Kota Pekanbaru 1 
2 Kepala UPT Metrologi Legal Kota Pekanbaru 1 
3 Kasi Retribusi 1 
4 Kasi K2 Pasar (Mantan UPT Pasar Limapuluh) 1 
5 Staf  Pengawasan Metrologi DPP Kota Pekanbaru 1 
6 
Staf Fungsional Penera UPT Metrologi Legal 
Pekanbaru 
1 
7 UPT Pasar Limapuluh Kota Pekanbaru 1 
8 Pedagang PTU Limapuluh Kota Pekanbaru 7 
Jumlah 14 informan 




E. Teknik Pengumpulan Data 
1. Wawancara 
Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara 
langsung (Harbani Pasolong,2012: 137). Wawancara atau interview yaitu 
dengan mengajukan pertanyaan – pertanyaan terhadap informasi tentang 
permasalahan yang sehubungan dengan penelitian tersebut. Teknik ini dilakukan 
untuk memperoleh keterangan atau informasi secara lisan dari seseorang 
responden dengan bercakap-cakap atau tatap muka. Untuk mendapatkan data – 
data yang perlu digali dalam penelitian ini, penulis menentukan responden dalam 
penelitian skripsi ini secara purposive sampling yaitu responden dipilih 
berdasarkan pengetahuan responden terhadap tema penelitian yaitu mengenai 
kebenaran pelaksanaan pengawasan Pasar Tertib Ukur (PTU) di Kota 
Pekanbaru. 
2. Observasi (Pengamatan) 
Observasi dapat dilakukan dengan mengamati secara langsung objek 
penelitian sehingga diperoleh data yang mencakup berbagai aspek yang 
berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Teknik observasi tidak tebatas pada 
orang, seperti halnya pada wawancara, tetapi juga objek-objek alam yang lain. 
Tetnik observasi digunakan apabila penelitian berhubungan dengan perilaku 
manusia, proses kinerja, dan gejala-gejala alam (Sugiyono,2011:165-166). 
3. Dokumentasi  
Dokumentasi yaitu pengumpulan data dan fakta yang tersimpan dalam 




berkaitan dengan penelitian. Teknik ini digunakan dalam mengumpulkan data-
data yang diperoleh secara langsung dari lokasi penelitian ataupun dengan 
mencatat secara lansung daru sumber-sumber yang dibutuhkan. Pengambilan 
data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari Dinas Perdagangan dan 
Perindustrian Kota Pekanbaru. Dokumen tersebut diperlukan untuk mendukung 
kelengkapan bahan materi yang lain. 
F. Teknik Analisi Data 
Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, istilah penelitian kualitatif 
merupakan jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui 
prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif yaitu metode 
analisis data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari 
penelitian lapangan menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian, 
dihubungkan dengan teori-teori, asas-asas, dan kaidah-kaidah hukum yang 
diperoleh sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. 
Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu: 
1. Reduksi Data (Data Reduction) 
Reduksi data merupakan langkah awal dalam menganalisa data dalam 
penelitian ini. Kegiatan reduksi data dalam penelitian ini bertujuan untuk 
memudahkan peneliti dalam memahami data yang dikumpulkan. Data 
yang telah dikumpulkan dari lapangan melalui wawancara, observasi, dan 





2. Penyajian Data (Display Data) 
Dalam proses penyajian data peneliti menyajikan data secara jelas dan 
singkat untuk memudahkan dalam memahami masalah-masalah yang 
diteliti, baik secara keseluruhan maupun bagian demi bagian. Adapun 
bentuk yang lazim digunakan padat data kualitatif adalah dalam bentuk 
teks bersifat naratif. 
3. Penarikan Kesimpulan (Conclusion Drawing/Verification) 
Penarikan kesimpulan dan verifikasi adalah bagian ketiga dan merupakan 
unsur penting dalam teknik analisa data pada penelitian kualitatif 
sebagaimana model interaktif yang dikemukakan oleh Miles dan 
Husberman (Burhan Bungin, 2003:69) peneliti selalu melakukan uji 
kebenaran setiap makna yang muncul dari data. Setiap data yang 
menunjang diklarifikasi kembali, baik dengan informan di lapangan 
maupun dari hasil-hasil diskusi demi penambahan kelengkapan data. 
Apabila hasil klarifikasi memperkuat simpulan  asas data, maka 













KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Kesimpulan 
 Pengawasan Pasar Tertib Ukur oleh Dinas Perdagangan dan Perindustrian 
Kota Pekanbaru dari hasil temuan dan analisa peneliti dalam melakukan penelitian 
terhadap, maka dapat terlihat bahwa pelaksanaan kegiatan  pengawasan belum 
berjalan dengan maksimal. Kekurangan – kekurangannya seperti kurangnya 
pemerataan sosialisasi kepada masyarakat, anggaran yang kecil untuk kegiatan 
pengawasan, dan tidak adanya sanksi tegas kepada para pedagang pengguna alat 
UTTP yang melanggar,adapun hanya berupa teguran untuk melakukan sidang tera 
di Kantor UPT Metrologi Legal. Selain itu juga di Pasar Tertib Ukur Limapuluh 
sendiri ditemukan masih banyaknya alat UTTP yang belum ditera/tera ulang, 
tanda tera rusak/hilang dan ditemui pedagang yang masih juga menggunakan 
timbangan rumah tangga baik dengan alasan sengaja maupun tidak sengaja. 
 Faktor penghambat pelaksanaan pengawasan diantaranya ada faktor 
internal dan eksternal. Faktor internal diantaranya adalah anggaran yang minim, 
personil yang kurang dan luasnya jangkauan kerja dan  tidak adanya PPNS 
Metrologi dan tidak berjalannya Pos Ukur Ulang sementara itu Faktor 
Eksternalnya adalah Kurangnya kesadaran pedagang akan pentingnya tera/tera 
ulang dan kurangnya minat dan inisiatif pedagang untuk menerakan 
timbangannya ke Kantor UPT Metrologi, Kurangnya minat pedagang untuk ikut 
sosialisasi, jumlah pedagang pada saat pengawasan bergantung pada hari pasar 




padat, serta pedagang keberatan atas biaya yang  reparasi dan keluhan terhadap 
hasil kinerja dari Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru.  
B. Saran 
Agar pelaksanan pengawasan oleh tim pengawas dapat berjalan dengan 
baik, maka tim pengawas harus: 
1. Maksimalkan sosialisasi bagi para pedagang pengguna alat UTTP untuk 
melakukan ditera/tera ulang. 
2. Maksimalkan edukasi pada masyarakat tentang Metrologi Legal. 
3. Adanya sanksi dan tindakan yang tegas bagi para pelanggar  
4. Meningkatkan koordinasi dengan UPT Pasar 
5. Masyarakat sebagai pembeli juga harus berperan aktif dalam 
pengawasan pasar tertib ukur, jika ada penyimpangan atau temuan maka 
hendaknya melaporkan pada UPT Pasar atau ke Dinas Perdanganan dan 
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Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Pekanbaru 
Identitas Informan 
a. Nama Informan  :  
b. Jabatan   : 
c. Tugas    : 












1) Apa tujuan yang diharapkan 
dalam melaksanakan 
pengawasan PTU? 
2) bagaimana kriteria untuk 
menjadikan Pasar sebagai 
PTU?  
3) Bagaimana supaya dapat 
mempertahankan predikat 
PTU? 
4) Berapa pasar yang menjadi 
PTU di Pekanbaru? 
5) Pasar mana saja yang menjadi 
PTU di Pekanbaru? 
6) Pengawasan yang dilakukan 
dalam bentuk apa saja? 
7) Apakah sarana dan prasarana 
yang dimiliki sebagai 
penunjang pelaksanaan 
pengawasan PTU? 
8) Apakah ada bentuk kerjasama 








1) Dari mana anggaran yang 
digunakan untuk melaksanakan 
Pengawasan PTU? 
2) Berapa besar anggaran yang 
diperlukan untuk melaksanakan 
pengawasan PTU per tahun? 
3) Apakah ada anggaran yang 
tidak sesuai dengan 
perencanaan? 
4) Apakah besar pencairan dana 
sesuai dengan besar dana yang 
sudah dianggarkan? 
5) Apakah ada kebutuhan tim 
dalam pelaksanaan pengawasan 
PTU yang di luar anggaran? 
6) Apa yang dilakukan jika 
ternyata anggaran tidak sesuai 
dengan kebutuhan( lebih besar 
kebutuhan)? 
Standar waktu 1) Waktu yang dibutuhkan untuk 
pelaksanaan berapa lama? 
2) Apakah ada peraturan yang 








1) Berapa kali pelaksanaan 
pengawasan PTU di lakukan 
dan apakah sesuai peraturan 
yang ditetapkan? 
2) Kapan dimulainya pelaksanaan 






1) Dalam bentuk apa rangkaian 
pengawasan PTU dilakukan? 
2) Apa bentuk penyimpangan 
yang dilakukan ketika 
mengawasi PTU? 
3) apakah ada sanksi jika terdapat 
penyimpangan? 
4) Bagaimana bentuk sanksi untuk 





1) siapa saja yang dilibatkan 
dalam pelaksanaan pengawasan 
PTU? 
2) Apakah dinas provinsi juga ikut 
ambil andil dalam pelaksanaan 
pengawasan? 
3) Berapa banyak SDM yang 
diperlukan untuk pengawasan 
PTU? 
4) Apakah tenaga ahli diambil dari 
luar dinas? 
5) Bagaimana izin peminjaman 
tenaga ahli? 
6) Siapa saja yang termasuk dalam 








1) Apa yang dilakukan dalam 
pengamatan di lapangan? 
2) Pengamatan dilakukan kapan?  
3) Berapa orang SDM  yang 
melakukan pengamatan? 
4) Dimana dilakukan 
pengamatan? 
5) Apa hasil atau temuan yang di 





1) Siapa yang bertanggung jawab 
dalam membuat laporan 
pengawasan? 
2) Apa yang diharapkan dari 
laporan yang telah dibuat? 
Metoda otomatis  
 
1) Apa saja metoda komunikasi 
yang dilakukan? 
2) Apa saja yang disampaikan 
untuk mengedukasi 
masyarakat tentang PTU dan 
pengawasannya? 
3) Bagaimana kendala yang 
dihadapi di lapangan? 
4) Apakah metoda yang 
dilakukan berhasil? 
5) Dari sekian metoda yang 




1) Adakah pelaksanaan sidak 
dilakukan? 
2) Kapan dilaksanakan sidak? 
3) Bagaimana reaksi ataupun 
tanggapan masyarakat 
terhadap sidak yang 
dilaksanakan? 
4) Berapa kali sidak dilakukan? 
5) Adakah terdapat 
penyimpangan pada saat 
dilaksanakannnya sidak ? 
6) Seperti apa bentuk 
penyimpangan pada saat 
dilaksanakannya sidak? 
7) Apa tindakan terdapat 
pedagang yang melakukan 











1) Apakah anggota yang ada 
dalam tim sudah mampu 
menghadapi banyaknya 
pedagang? 
2) Berapa jumlah pedagang yang 
menerakan timbangannya ke 
Kantor UPT Metrologi? 
3) Apakah ada kendala yang 
dihadapi di lapangan pada saat 














1. Apakah ada pos ukur ulang ? 
2. Apakah pos ukur ulang masih 
berjalan ? 
3. Siapa yang ditempatkan pada 











Pedagang Pasar Limapuluh Kota Pekanbaru 
Identitas Informan 
a. Nama Informan  :  
b. Jenis Dagangan  : 
c. Lama Berdagang  : 
d. Hari / Tanggal Wawancara : 
INDIKATOR SUBINDIKATOR PERTANYAAN 
Perbandingan 
Pelaksanaan dengan 





1) Tahukah Bapak/Ibu bahwa 
Pasar Limapuluh adalah 
Pasar Tertib Ukur? 
2) Apakah Bapak/Ibu telah 
mendapatkan sosialisasi dari 




3) Apa saja yang di sampaikan 
pada saat sosialisasi? 
4) Apakah Bapak/Ibu sudah 
mendapatkan dan atau 
mengikuti  penyuluhan? 




6) Bagaimana menurut 
Bapak/Ibu tentang kebijakan 
pengawasan terhadap PTU? 
7) Apakah Timbangan 
Bapak/Ibu telah di Kir 
(Tera/Tera Ulang) 
8) Mengapa Bapak/Ibu masih 














Laboraturium Kantor Upt Metrologi Legal 
 
                   
Sop Pelayanan Tera/Tera Ulang UTTP 
 
Timbangan Standar dan Waktu Pelayanan Rata – Rata UTTP Metrologi 
Legal Kota Pekanbaru 
                                       
 
Kantor UPT Pasar Limapuluh Kota Pekanbaru 
 






Pasar Tertib Ukur (PTU) Limapuluh Kota Pekanbaru 
 
 
Prasasti Peresmian Pasar Limapuluh Setelah Revitalisasi 
 
Pedagang buah dengan Timbangan Bertanda Tera Tahun 2019 
 
 
Pedagang Pasar Limapuluh yang Masih Menggunakan Timbangan Oranye 
 
 
Wawancara dengan Pedagang Sayur Pasar Limapuluh 
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